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ABSTRAK

Outsourcing (alih daya) diartikan sebagai pemindahan atau pegdsian
beberapa proses bisnis kepada suatu badan pengsdjadimana badan penyedia jasa
tersebut melakukan proses administrasi dan manajbeerelasarkan definisi serta kriteria
yang telah disepakati oleh para pihak atau dengda lain outsourcing merupakan
pemindahan tenaga kerja dari perusahaan penyasdigoppkerja ke perusahaan pemberi
kerja yang disepakati dengan perjanjian kerja. Beemgn hukunoutsourcing ini diatur
dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 T&0@8 Pasal 64,65,66 dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi uBdp Indonesia
No.Kep.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perizirderusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh. Sisteroutsourcing telah membuka peluang munculnya perusahaan baru
di bidang jasautsourcing, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusajaag telah
berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemardaajasa perusahaawsutsourcing.
Dalam perkembangnnya banyak pihak yang menolak gdakoan sistenoutsourcing.
Sistemoutsourcing dianggap merugikan pekerja dan hanya menguntung&arsahaan.
Hal ini disebabkan karenautsourcing membuat perusahaan lebih memilih mengangkat
pekerja secarautsourcing daripada pekerja tetap karena melalutsourcing perusahaan
dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai suthayar manusia (SDM). Sistem
outsourcing menjadi suatu kegelisahan bagi pekerja yangtsburcing karena tidak ada
jaminan kelangsungan waktu kerja mereka dan tidik lkepastian terhadap hak-hak
yang mereka terima. Dalam pelaksanaannya pekegjang doutsource tidak hanya
sebatas pekerjaan yang merupakan kegiatan penumgdagi juga kegiatan utama
perusahaan. Oleh karena itu permasalahan dalantitpenai adalah 1)Bagaimanakah
hubungan hukum antara PT. Sucofindo Cabang Padapgrasi Sucofindo, dan pekerja
outsourcing, 2)Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan utama damjpag PT. Sucofindo
Cabang Padang, 3)Apa saja bentuk perlindungan hykung diberikan kepada pekerja
outsourcing yang bekerja di PT. Sucofindo Cabang Padang. Mefmehelitian yang
digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suata eséau prosedur yang digunakan untuk
memecahkan masalah penelitian dengan melihat apliegaturan perundang-undangan
dalam praktiknya di lapangan. Hasil dari penelitianadalah bahwa hubungan hukum
antara PT.Sucofindo Cabang Padang, Koperasi Sdopfian pekerjautsourcing terikat
dalam perjanjian kerja. PT. Sucofindo Cabang Padaegnbuat perjanjian dengan
Koperasi Sucofindo, sedangkan pekegatsourcing membuat perjanjian dengan
Koperasi Sucofindo. Pekerjautsourcing ditempatkan di kegiatan utama dan kegiatan
penunjang sesuai dengan kebutuhan PT. SucofindoanQatiPadang. Walaupun
ditempatkan dikegiatan utama,sifatnya hanya merabargngerjakan dan tidak akan
bertanggung jawab atas resiko yang terjadi. Derdgmikian PT. Sucofindo Cabang
Padang tetap memberikan perlindungan kepada peketgourcing. Perlindungan
hukum yang diberikan kepada pekeojgsourcing Koperasi Sucofindo yang bekerja di
PT. Sucofindo Cabang Padang adalah upah, waktahatj dan Jamsostek.
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1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan uaéngerusahaan harus
berkosentrasi pada rangkaian proses atau aktp@iasiptaan produk dan jasa yang terkait
dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya korgdetteadap kompetensi utama dari
perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk danyasg memiliki kualitas dan daya
saing di pasaran. Iklim persaingan usaha yang meaket membuat perusahaan berusaha
untuk melakukan efisiensi biaya produksbgt of production).! Salah satu solusinya
adalah dengan sisteontsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat memghem
pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusiglYyBng bekerja di perusahaan
yang bersangkutah.

Outsourcing (alih daya) diartikan sebagai pemindahan atau gdegdsian beberapa
proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasandifmadan penyedia jasa tersebut
melakukan proses administrasi dan manajemen bekadasaefinisi serta kriteria yang
telah disepakati oleh para pifalitau dengan kata laioutsourcing merupakan proses
pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari peaasahduk ke perusahaan lain di luar
perusahaan induk.

Pengaturan  hukum outsourcing ini terdapat dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 64,6846 Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kefp/MEN/V1/2004 Tentang Tata Cara

! http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/terogtkomenhukum.htm ,Wirawan, Rubrik Hukum
Teropong,Apa yang dimaksud dengan sistem outsa@#fgin
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® http://www.apindo.or.id ,Artikel “Outsource dipaamly dari sudut perusahaan pemberi kerja”, diakses
tanggal 28 Februari 2011



Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/BOuikourcing (alih daya) diartikan
sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan ¢aemat kerja. Pada Pasal 64
disebutkan : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagiaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongakenman atau penyedia jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”

Pada dasarnya ada beberapa tujuan darisaela&n sisteroutsourcing, antara
lain untuk mengembangkan kemitraan usaha, sehirsgga perusahaan tidak akan
menguasai suatu kegiatan industri. Dalam jangkgapgnkegiatan tersebut diharapkan
akan mampu mengurangi pemusatan kegiatan indugberlotaan menjadi lebih merata
ke daerah-daeréh

Pelaksanaan sisteroutsourcing juga memberikan manfaat bagi pemerintah,
masyarakat,pekerja, dan pengusaha. Bagi pememataburcing memberi manfaat yaitu
membantu mengembangkan dan mendorong pertumbubhamorek secara nasional,
pembinaan dan pengembangan kegiatan koperasi ddra usecil, mengurangi beban
pemerintah kota/kabupaten dalam penyediaan fasilitaum, seperti: transportasi, listrik,
air dan pelaksanaan ketertiban umuBagi masyarakat dan pekerja, sisteasourcing
memberi manfaat antara lain aktivasi industri dirda akan mendorong kegiatan ekonomi
penunjang di lingkungan masyarakat, mengembangkfrastruktur sosial masyarakat,
budaya kerja, disiplin dan peningkatan kemampuamaki, mengurangi pengangguran
dan mencegah terjadinya urbanisasi, meningkatkarakgpuan dan budaya perusahaan di
lingkungan masyarakaBagi perusahaan, sistesatsourcing memberi manfaat antara lain
meningkatkan fokus perusahaan, memanfaatkan kensamialas dunia, membagi resiko,

sumber daya sendiri dapat dipergunakan untuk kbbatlain, menciptakan dana segar,

4 Komang Priambada, 2008,tsourcing Versus Serikat Pekeja, Alih Daya Publishing, Jakarta:him 110
® Ibid hal.46



mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, danper@eh sumber daya yang tidak
dimiliki sendir?®.

Sistemoutsourcing telah membuka peluang munculnya perusahaan bdigdaig
jasaoutsourcing, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusalyaag telah berdiri
untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jpsausahaaroutsourcing. Sistem
outsourcing ditujukan untuk mengatasi beberapa permasalatr@kgemian oleh karena
itu , pekerjaan yang doutsourcing bukanlah pekerjaan yang berhubungan langsung
dengan inti bisnis perusahaan, melainkan pekerparnunjang (staff level ke bawah),
meski terkadang ada juga posisi manajerial yangutiourcing, namun tetap saja hanya
untuk pekerjaan dalam waktu tertentu.

Dalam perkembangnnya banyak pihak yang menolak edaknan sistem
outsourcing, karena sistemoutsourcing dianggap merugikan pekerja dan hanya
menguntungkan perusahaan. Hal ini disebabkan kamgeaurcing membuat perusahaan
lebih memilih mengangkat pekerja secamatsourcing daripada pekerja tetap karena
melalui outsourcing perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam ayamsumber
daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan pangangkutan. Adanya beberapa
masalah pokok praktiutsourcing yang tidak benar, antara lain pembayaran gaji yakg
sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatasa kerja), kontrak yang tidak
diperpanjang.

Selain itu dalam pelaksanaannya pekerjaan yamgsdurce tidak hanya sebatas
pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kegiatanaitapi termasuk juga pekerjaan yang
merupakan kegiatan utama perusahaan tersebut. ${andimenarik perhatian penulis

untuk mengkaji lebih dalam tentaogtsourcing tersebut. Oleh sebab itu penulis

® |ftida Yasar, 2008Sukses Implementasi , PPM Manajemen, Jakarta: cet 1, Him 15
" Muhaimin Iskandar, kilasan tentang Hukum, Metro, \November 2010



mengadakan penelitian dengan judBERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA OUTSOURCING (Alih Daya) PADA PT. SUCOFINDO CABAG
PADANG
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapanhdskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah hubungan hukum antara pekertsourcing, PT. Sucofindo
Cabang Padang dan Koperasi Sucofindo?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan utama dan kegu@aunjang pada PT.
Sucofindo Cabang Padang?
3. Apa saja perlindungan hukum yang diberikan kepaslanaoutsourcing di PT.
Sucofindo Cabang Padang?
1.3 Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pekarisourcing, PT. Sucofindo
Cabang Padang dan Koperasi Sucofindo
2. Untuk mengetahui cara PT. Sucofindo Cabang Padaelgkokan klasifikasi
terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjangglean yang merupakan dasar
dari pelaksanaaoutsourcing
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikemada pekerjautsourcing

di PT. Sucofindo Cabang Padang



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan padebdlabsebelumnya, penulis
menarik kesimpulan sebagai berikut :
1.1 Kesimpulan

Berdarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulka

1. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Sucofindba@Gg Padang, Koperasi
Sucofindo, dan pekerjautsourcing terikat dengan sebuah perjanjian kerja sama.
Namun yang melakukan perjanjian kerja dengan PToffuwlo Cabang Padang
adalah Koperasi Sucofindo. Pekenjgsourcing melakukan perjanjian kerja hanya
dengan Koperasi Sucofindo.

2. Pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan penungda BT. Sucofindo Cabang
Padang adalah kegiatan utama yaitu kegiatan yarfgulimengan dengan bidang
jasa. Di luar bidang jasa merupakan kegiatan pangnPT. Sucofindo Cabang
Padang. Pekerjautsourcing tidak hanya ditempatkan pada kegiatan penunjang
tetapi juga ditempatkan pada kegiatan utama PTofBulo Cabang Padang.
Dalam Pasal 66 UU No0.13 Tahun 2003 dijelaskan bgtekarja outsourcing tidak
boleh ditempatkan pada kegiatan utama atau kegyatag berhubungan langsung
dengan proses produksi. Namun, PT. Sucofindo CaPadgng menganggap hal
itu tidak terlalu menjadi masalah karena walaupitentpatkan di kegiatan utama,
pekerjaoutsourcing tersebut tetap mendapatkan perlindungan. Karemauapyang
terjadi adalah tanggung jawab PT. Sucofindo Calizadpng. Pekerjautsourcing

sifatnya hanya membantu. Dan juga dalam perjaajdara PT. Sucofindo Cabang



Padang dengan Koperasi Sucofindo dijelaskan baheikerja outsourcing
ditempatkan di tempat yang dibutuhkan oleh PT. $indo Cabang Padang.

3. Perlindungan hukum vyang diberikan kepada pekenmsourcing Koperasi
Sucofindo yang bekerja di PT. Sucofindo Cabang Pgdadalah upah, waktu
istirahat, dan Jamsostek dan keseluruhannya saagiini berjalan dengan lancar.
Untuk upah Koperasi Sucofindo tidak melakukan pemgan karena sudah
mendapatkan fee tersendiri sebesar 15 % dari Pgofisdo Cabang Padang.
Waktu istirahat mengikuti peraturan atau ketent&an Sucofindo Cabang Padang,
dan Jamsostek diikutkan dalam tiga program safa yaiminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dan Jaminan Kenagiegan membayar iuran
sebesar 6% dari upah yang diterima tanpa pemotandgadi penghitungannya
adalah upah pekergtsourcing Rp. 1.075.300,00 + fee 15 % yaitu Rp. 161.295,00
+ iuran Jamsotek 6% yaitu Rp. 64.518,00 = Rp. 113®,00. Maka itu adalah
jumlah keseluruhan yang akan diminta oleh Kopef&gcofindo kepada PT.

Sucofindo Cabang Padang.

4.2 Saran

1. Harus ada pengawasan terhadap perusahaaoujasarcing yang lebih diperketat
supaya pekerjautsourcing lebih terlindungi.

2. Penulis berharap dibuatnya Undang-undang khtsotang outsourcing yang
mengatur outsourcing secara keseluruhan, baik itu perusahaan penyeda ja
outsourcing, perusahaan pengguna jaaasourcing dan pekerjaoutsourcing itu
sendiri. Karena di dalam UU No. 13 Tahun 2003 TegtKetenagakerjaan tidak

banyak mengatur tentangutsourcing. Ketentuan sanksi mengenai masalah



outsourcing juga tidak ada. Sehingga terkadang menyulitkarukumhenuntut

apabila ada pelanggaran yang dilakukan.
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